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PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGh.'"l.fLU 

NOMOR :; TAHUN 2015 

TENTANG 

PERTANGGUNGJA W ABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang
Undang I\1omor 23 Tal:lun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 te:p.tang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
membentuk Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun Anggar.an 2014; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 19 
Ta..11.un 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebaeaimana telah diuba..'ri dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan-t;embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tah11n 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Talmn 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indone;:;ia Tahun 2011 N0mor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagairnana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peratunm Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 
Tambahan Le:nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daf!rah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
TnnnnP~i~ Nnrnnr c:; 1 c:; _t;\• 
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18. ?eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerinta_._l-1 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Im,tansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuan.gan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Ta.bun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Evaluasi Ranc.a ... --igan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pe.laksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan R.ancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 1 Ta.bun 2014 tentang 
Pemhentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Ta.bun 2014 Nomor 32); 
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28. Peraturan Daerah Provinsi Ben gkulu Nomor 6 Tahun 2007 tenrang 
Pokok-Pokok Pengdolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Pro\.insi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n 
Anggaran 2014 {Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahu n 
Anggaran 2013 Nomor 14); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Bengk:ulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi 
Ben.gkulu Tahun 2014 Nornor 7i; 

Dengan Persetujua.i Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU 

dan 

GUBERNUR BENGKTJLU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasat 1 

(1) Pertan&,.(T\lngjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja 
Daerah berupa laporan keuanganmemuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b.neraca; 
c. laporan ams kas; dan 
d. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut: 

a. Pendapatru1 ................. .. . 
b. Belanja ... ....... ... ............. . 

Surplus/ Defisit 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan .... ........ ...... . 
- Pengeluaran .. ........... .. . . 

Surplus .......... .............. . 

Rp l.986.238.994.265,82 
Rp l.934.721.597.643,06 
Rp 51.517.396.622.76 

Rp 210.176.309.411,54 
Rp 12.174.683.447,00 
Rp 198.001.625.964,54 



1. Angga:an pendapatan setelah 
perubaban 

2. Realisasi 
Selisih Le bih 

Rp 1.894.357.861.164,25 
R12 l.986.238.994.265,82 
Rp 91.881.133.101,57 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
(Rp 157.335.476.546,19) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Belanja setelah 
Perubahan 

2. ReaJisasi 
Selisih kuran g 

Rp 2.092.057.074.189,25 
Rp l.934.721.597.643,06 
(Rp 157.335.476.546,19) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi imrplus/Defisit sejumlah 
Rp 249.216.609.647,76 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus/defisit (Rp J.97.699.213.025,00) 
2. Realisasi Jt?. 51.517.396.622,76 

Selisih Kurang Rp 249.216.609.647,76 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut: 

1.Anggaran penerimaan pcmbiayaan 
2. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp 210.243.896.472,00 
Rp 2 10.243.896.472,00 
Rp Nihil 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengetuaran pemoiayaan 
sejumlah (Rp 370.000 000,00) dengan rindan sebagai berikut: 

l .Anggaran pengeluaran pembiayaan 
2.Realisasi 

Selisih Kurang 

Rp 12.544.683.447,00 
Rp 12.174.683.447,00 
(Rp 370.000.000,00) 

f. Selisih anggaran dengan realiflasi pembiayaan neto 
sejumlah Rp 302.412.939,54 dengan rincian sebagai berikut: 

l. Anggaran pembiayaan neto 
2. Realisasi 

Selisih Lebih 

Pasal 4 

Rp 197.699.213.025,00 
Rp 198.001.625.964,54 
Rp 302.412.939,54 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 
Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. jumlah a.set 
b. jumlah kewajiban 
c. jumlah ekuitas dana 

Rp 3.283.774.150.891,79 
Rp 38.490.382.362,20 
Rp 3 .245.283.768.529,59 
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IRp 3Cl 18, 0 -"".59300 c. arus l:as dari akthitas inveslasi 

aset non Keuangan 
d. arus kas dari aktivitas pembiaya an (Rp 12.174 .683.447,00) 

(Rp 590.984.585,00) e. arus kas dari aktivitas non anggaran 
Rp. 735.392.265,00 f. saldo akhir kas dari bendahara penge]uaran 
Rp. 14.068.000,00 g. saldo akhir kas dari bendahara penerimaan 
Rp. 38.742.791.191,84 
Rp. 

h. saldo akhir kas di BLUD 
1. saldo akhir kas di unit swad a."'1.a 
J. saldo kas akhir per 31 Desember 

Tahun 2014 

Rp. 249.503.225.983.30 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf d memuat informasi baik secara kua11titatif maupun kualitatif 
atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Pcraturan Daerah yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I 
1. Lampiran I. 1 

2. Lampiran 1.2 

3. Lampiran I.3 

4. Lampiran I.4 

5. Lampiran 1.5 
6. Lampiran 1.6 
7. Lampiran I. 7 

8. Lampiran I.8 

9. Lampiran I. 9 

10. Lampiran I. 10 
11. Lampiran 1.11 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lam·iJiran IV 

Laporan realisasi anggaran; 
Ringka:.mn laporan realisasi anggaran 
menurut urusa:..~ pemerintahan daerah dan 
organisasi; 
Rincian laporan rcalisasi anggaran 
menurut u1usan pemerintahan daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

Rekapitulasi reaJisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 
keterp8_duan urusan pemerintahan daerah 
dun fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 
Daftar piutang daerah; 
Daftar penye1taan modal (investasi) daerah; 
Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan a.se~ tetap daerah; 
Daftar realisa.si penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran bcrikutnya; 
Daftar dana cadangan daerah; dan 
Daftar pinjaman daerah dan obligasi 
daerah. 
Neraca; 
Lapora11 arus kas;dan 
Catatan atas laporan keuangan. 



Pasal 9 

Gubernur Bengkulu menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas 
pextanggungjawaban pelaksanaan A11ggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-nndangan yang berlaku. 

Pa3al 10 

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu 
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pdaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai 
rincian iebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlak"U pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
D2.erah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
padatanggal .2 a. - a ~ 2015 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal .t... 2. - o ~ 2015 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

H. SUMARDI 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULUTAHUN 2015 NOMOR. 5 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVlNSJ BENGKULU: (5/2015) 


